
BUPATI  MIMIRA

PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR    26    TAHUN2023

TENTANG

I.SALINAJ!

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MIMIRA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIRA,

Menimbang   : a.     bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3)
Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan pasal  12  ayat  (3)
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   86   Tahun   2017
tentang Tata Cara Perencanaan,  Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan    Daerah,    Tata   Cara   Evaluasi   Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  LJangka
Panjang    Daerah    dan    Rencana    Pembangunan    Jangka
Menengah   Daerah,   Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana
Pembangunan      Jangka       Panjang      Daerah,       Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kelja
Pemerintah   Daerah,   serta   Ketentuan   Pasal   264   Ayat   (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Mimika Nomor 38
Tahun   2023   tentang   Rencana   Kelja   Pemerintah   Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2023;

b.      bahwa berdasarkan pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor
23   Tahun   2014   tentang   Pemerintahan   Daerah,   RPJPD,
RPJMD,  dan  RKPD  dapat diubah  apabila berdasarkan  hasil
pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan atau penyesuaian terhadap keadaan kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
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C. bahwa  dalam  Tahun  Anggaran  2023  terdapat  perubahan-
perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah  dan kerangka
pendanaan yang berdalnpak terhadap program dan kegiatan
pembangunan daerah ;

d.     bahwa  berdasarkan  pertimbangan   sebagaimana  dimaksud
dalam  huruf  a,  huruf  b  dan  hunrf  c,  perlu  menetapkan
Peraturan  Bupati   tentang Perubahan  atas peraturan  Bupati
Mimika   Nomor   38   Tahun   2022   tentang   Rencana   Kelja
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023.

Mengingat     :  1.    Undang -Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentangpembentukan
FTopinsi   Irian   Jaya   Tengah,   FTopinsi   Irian   Jaya   Barat,
Kabupaten  Panial,  Kabupaten  Mimika,   Kabupaten  Puncak
Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara. Republik Indonesia
Tahun    1999    Nomor    173,    Tambahan    Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 3894) ;

2.      Undang  -Undang   Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus   bad   Provinsi   Papua   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   2001   Nomor   135,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4151);  sebagainana  telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua   (Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor  155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

3.     Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2002
tentang    Komisi    Pemberantasan    Tindak    Pidana    Korupsi
(Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2002 Nomor 137) ;
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang {erubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 30
Than  2022  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019
Nomor  197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

4. Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor   124,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
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5.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kahi terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

6.     Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun    2022    Nomor    158,    Tambahan   Lembaran   Negara
Repubhk Indonesia Nomor 6804) ;

7.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2006  tentang  Tata
Cara   Pengendalian   dan   Evaluasi   Pelaksanaan   Rencana
Pelaksanaan    Pembangunan    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663) ;

8.     Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata     Cara     Penyusunan,     Pengendalian     dan     Evaluasi
Pelaksanaan    Rencana    Pembangunan    Daerah    (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    Tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Repubhik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322) ;

10.   Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata     Cara     Perencanaan,     Pengendalian     dan     Evaluasi
Pembangunan    Daerah,    Tata    Cara   Evaluasi    Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jan8ka
Pajang     Daerah     dan     Rencana     Pembangunan     Jangka
Menengah   Daerah,    serta  Tata   Cara  Perubahan   Rencana
Pembangunan       LJangka       Panjang       Daerah,       Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kelja
Pemerintch Daerah;
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12.   Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia   Tahun   2015   Nomor   2036);   sebagaimana   telah
diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  80  tahun  2015  tentang  Pembentukan  Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor  157);

13.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39
Tahun   2020   tentang   Pengutamaan   Penggunaan   Alokasi
Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu,  Perubahan Alokasi,  Dan
Penggunaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 581);

14.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   81   Tahun   2022
tentang   Pedoman  Penyusunan   Rencana   Kerja   Pemerintah
Daerah Tahun 2023;

15.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  2  Tahun  2009
tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah
(RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2005-2025;

16.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  4  Tabun  2022
tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah    Daerch    (RPJMD)    Kabupaten    Mimika    Tahun
2020-2024;

17.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  5  Tahun  2022
tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah    (Lembar   Daerah
Kabupaten  Mimika  Tahun  2022  Nomor  5,  Noreg  Peraturan
Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah; 05/ 2022) ;

MEMUTUSEN:

Menetapkan   :        PERATURAN       BUPATI      TENTANG      PERUBAHAN      ATAS
PERATURAN    BUPATI    MIMIKA   NOMOR    20    TAHUN    2023
TENTANG  RENCANA  KERJA PEMERINTAII  DAERAH    (RKPD)
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.   Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2.   Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.   Bupati adalah Bupati Mimika.
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4.   Perencanaan   Pembangunan   Daerah   adalah   suatu   proses   penyusunan
tahapan-tahapan   kegiatan yang   melibatkan   berbagai   unsur   pemanglni
kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang  ada  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dalam suatu
lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

5.   Rencana  Pembangunan  langka  Panjang  Daerah  Tahun  2005-2025
yang   selanjutnya   disebut   RPJPD   adalah   dokumen   perencanaan
pembangunan    daerah    untuk    periode    20    (dua    puluh)    yang
penyusunannya   dengan   memperhatikan   Rencana   Pembangunan
Jangka Menengah Nasional.

6.   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024
yang   selanjutnya   disebut   RPJMD   adalah   dokumen   perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan
pen].abaran   visi,   nisi   dan   program   Bupati  yang  penyusunannya
berpedolnan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

7.   Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra  Perangkat   Daerah   adalah   dokumen   perencanaan   Perangkat
Daerah  untuk periode 5 (lima) tahun.

8.   Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja
Perangkat   Daerah   adalah  dokumen   perencanaan   Perangkat   Daerah
untuk periode  1 (satu) tahun.

9.   Kebijakan umum  APBD   yang  selanjutnya  disingkat    KUA    adalah
dokumen yang memuat  kebijakan  bidang  pendapatan,  belanja,  dan
pembiayaan  serta asumsi yang mendasarinya untuk periode  I (satu)
tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disin8kat RKPD adalah
Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk periode
1 (satu) Tahun yakni Tahun Anggaran 2023.

1 1. Rencana Kelja Pemerintahan Daerah Perubahan selanjutnya disingkat RPKD-
P adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode  1  (satu)
tahun.

Pasal 2

RKPD-P   Kabupaten   Mimika   Tahun   2023   sebagainana   tercantum   dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD-P  Kabupaten  Mimika  Tahun  2023  adalah  sebagai  penentu  arah  dan
Kebijakan Pembangunan Tahunan Daerah di Kabupaten Mimika untuk Tahun
2023,  dengan  tujuan  agar  kegiatan  pembangunan  dapat  terlaksana  secara
berdaya guna dan berhasil guna.
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Pasal 4

Perangkat    Daerah    di    Lingkungan    Pemerintah    Kabupaten    Mimika,    agar
menggunakan  RKPD-P  Kabupaten  Mimika  Tahun  2023  sebagai  acuan  dalam
menyusun  rencana  perubahan  berbagai  program  dan  kegiatan  pembangunan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Pasal 5

Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD-P Kabupaten Mimika
Tahun   2023   pada   pelaksanaannya  akan   disesuaikan   dengan   kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 6

Dalam  mewujudkan mekanisme pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan
berkesinambungan, maka kegiatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi gerak
langkah dalam pelaksanaan,  pengendalian, evaluasi dan pengawasannya perlu
lebih ditingkatkan.

Pasal 7

RKPD-P Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya   memerintahkan   pengundangan  Peraturan
Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Diundangkan di Timika
Pada tanggal,   5 September 2023

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 5 September 2023

BUPATI MIMIRA,
ttd

ELTINUS OMALENG

Plt.  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd

DOMINGGUS R.H MAYAUT

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 26.


